BUPATI ENDE

Menimbang

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR J'@ TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI ENDE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu
membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai
unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang pada Dinas Daerah;

bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah
memperoleh Rekomendasi dari Gubernur Nusa
Tenggara Timur dengan Surat Nomor
BO.061/99/V/2018 tanggal 17 Mei 2018, perihal
Klarifikasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Kabupaten Ende;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Pada Dinas Pertanian
Kabupaten Ende;
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Mt-nglngm U”d“"b-Undnng Nomor 69 Tahun 1958 tentang OR 10
Pembentukan Dacrah-dacrah Tingkat 11 Dalam Wilayah

Daerah-dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
48/Permentan/SR.120/8/2012  tentang  Produksi,
Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih
Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 818), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pertanian
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Nomor  116/Permentan/8R, 120/ 11/2013  tentang
Perubnlinn Atan Pernturnn Menteri Pertanion Nomor
A8/ Permentan/8R,120/8/2012, Llentang Produlksi,
Sertifikani  dan Pengawnsnn Peredaran Benih
Hortilkulturn (Beritn: Negaran Republile Indonesin Tahun
2013 Nomor 1322);

7. Peraturan Menteri Pertanion Nomor
50/Permenton/K 3.020/9/2015  tenlang Produksi,

Sertilikasi  don  Pengawabnn Benih  Tanaman

Perkebunan (Berita Negorn Republik Indonesin Tahun
2015 Nomor 1415);

8. Pernluran Menteri Pertanian Nomor

56/ Permentan/PK.110/11 /2015  lentang Produlksi,

Sertifikasi dan Peredaran Renih Bina Tanaman Pangan

dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1774);

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dacrah (berita Negara
Repulik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan Daecrah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Dacrah Kabupaten
Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Ende Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan @ PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRODUKSI BENIH TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN ENDE.
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Dalam per

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal |

aturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Dacerah adalah Kabupaten Ende.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.

Bupati adalah Bupati Ende.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ende.

Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende.

Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ende.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya discbut UPTD adalah
UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
pada Dinas Pertanian.

UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkcbunan
adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian.

Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran,
bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut
dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati,
dan/atau bahan estetika.

Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau
bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak  dan/atau
mengembangbiakan tanaman.

Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk
tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang
dapat dibedakan dalam jenis yang sama.

Perbanyakan Varietas adalah perbanyakan tanaman tanpa melalui
penyerbukan.

Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian
dalam rangka penerbitan sertifikat benih.

Produsen Benih adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau
yang melakukan proses produksi benih.

Peredaran Benih adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran

benih dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada

masyarakat.
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(1

Klasifikasi  UPED  Produksi  Benih Tanaman  Pangan,

AT 11
KIDUDUKAN

Mannl

tn p
(KA 1
Wlesl Thenth “Tanamnn Pangan, Hortikaltarm dan Perkebunan

b kedudulonm nehupgnl  uneur

| i ' i
/ot Keglatan telenis ponunjung pada Dinos Pertanian,

peladesnnn Jeplntan telnis operasionl

¥ ' e
UMD Produkest Benth Tanaman Pangan, Hortlealtara dan Perkebunan

dipbmpin oleh seormng Kepalo yoang beradn dibnwah dan bertanggungjawab

lepndn Kepala Dinag,

BALY IV

KLASIFIKASE DAN SUSUNAN ORGANISASI

Baginn Kesatu
Klnaifiknti

Pnsnl 4

Perkebunnn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Kelas A,

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

Hortikultura dan

(1) Susunan Organisasi UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura

(2)

dan Perkebunan, terdiri dari
n. Kepala UPTD;
b, Sub Bagian Tata Usaha;

¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan, tercantum dalam Lampiran scbagai bagian
p g

an lidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
yang p p

Paghd
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HAITY
TUOAS, FOMGHE DAN RINCIATTHOAN
Mg Koot

Tripn o Wl
Pevogad |

Kol UITD

o] 0

(O Bepnln UPID gyt Do, msihanto fepuln Dinag talom
menyelonaiden lepdntsn telinls operasionil don fatan lieglntin [erhi i
pentmjang dF bidsng produdeal henile frnman g, hortlenltora dap

perkebumnn g pentoghatan dayn - onlng produle pertaninn - seria

letantannnn b UPTD,
{»',} I]““”‘. ”“!hll“h”'”h““ ll"l'u“” ””““l{“h”“”“ |”||1Hl“‘“|l| |”|||H ||VI|| (I) Hl?l]“]“

UL pnesladrnadin gl

A, PENYURLD PIOPEIH) Karju/leplitn - UID hardosnrlan - Jabijakan

tolenin dinng;

ly, pelalammman pengembingan bonih G priga, hortiealtuea dan

perkehunun;

¢ penghoordinaninn - penpembingan dan - pelayanan henlh - tanaman

pangan, hortkaluen din perlebunnn serta leet i honn UIFED,
d, penpendalinn, pelaporan don avitlunal  palaleannunn

opernsional  produksl benll fnnamnn - PHIEAT, hortheultura— dan

lkoplatan  (oknlys

perkebunn seria [ tatavsnhaan UITD;

¢, pelakoanaan funpsi Intn yung, diperintuhlkon oloh pimpinan,

Parapeal 9
Kepnlo Sul) Buglon Tatn Usnha

Pannl '/

(1) Kepala Sub Bugion Tata Usaha mempunyad togas, membantu Repaln UPTD
dalam melaksonoakan penpgelolnon dan pelnyanan urusnn kelntauanhann
urrn.

(2)  Dalam melakounakon tugas sebngnimann dimoksud padacayat (1) Kepaln
Sub Bogian Tata Unaho meloksonokan fungsl ;

a, penyusunan rencana program/kepinton kerjn ketatnusnhoon UPTD;
b. pengkoordinasian pengelolann ketntauonhann UPTD;
¢, pelakosanaan pelayanan ketatousanhoaan UPTD;
it
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. M s i
elakukan monitoring, evaluasi registrasi dan sertifikasl kepada penangkar

dan produsen benih:

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesua bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;

p. meneliti/memeriksa dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan
berdasarkan rencana kerja;

q. meneliti, mengkoreksi dan menetapkan konsep naskah dinas yang masuk

dan keluar sesuai prosedur kerja yang berlaku untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
ar Operasiona.l Prosedur (SOP) dalam

r. menyusun dan menerapkan Stand
onal produksi benih tanaman pangan,

pelaksanaan kegiatan teknis operasi
hortikultura dan perkebunan;

s. menilai prestasi kerja bawahan be aku kerja

rdasarkan sasaran kerja dan peril
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangarn;

administrasi penerimaan pendapatan a
rtikultura dan

i ah
f. menyiapkan dan mengurus sli daer

di bidang layanan produksi benih tanaman pangan, ho

perkebunan;

u. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi keseluruhan Pproses

pelayanan UPTD;
v. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD baik lisan maupun
tertulis untuk menjadi bahan masukan atasan;
w. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesual dengan tugas

pokok dan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

a. merancang, menyiapkan bahan masukan penyusunan program/kegiatan
ketatausahaan UPTD sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;

b. mengkaji ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan petunjuk
pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD;

c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kebutuhan pelayanan
Kketatausahaan UPTD baik secara internal maupun dengan instansi terkait;

d. menyiapkan rancangan, dan menetapkan konsep atau naskah dinas yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pekerjaan sesuai ketentuan dan prosedur
yang berlaku; ———

: 9
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(1)

(2)

(3)

(“4)

. mengarahkan, mengendalilkan dan mengawasi p

. melaksanakan pelayanan  ketatausahaan UPTD  meliputi kepegawaian,

keuangnn, organisasi, hubungan

umum dan rumah tangga, tata laksana,
masyarakat, kearsipan dan pelaporan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

melakukan pengolahan data, analisis serta penyajian data dan informas
yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

memberi/membagi tugas kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan
una kelancaran pelaksanaan pekerjaan;

claksanaan tugas bawahan
dengan memberi petunjuk agar tercapainya hasil kerja yang optimal;
menyusun  dan  menerapkan  Standar Operasional ~ Prosedur (SOP)
kelatausahaan UPTD;

menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja dan perilaku ker]

sesuai kelentuan Peraturan-Perundang-undangan dalam rangka peningkatan
karicr, pemberian penghargaan dan sanksi;
menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan sebagai bahan penilaian

dan pertanggungjawaban pimpinan;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan

scsuai bidang tugas.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, memberi
petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan bawahan yang berada
dalam lingkungannya.

Kepala UPTD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur
organisasi yang dipimpinnya.

Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya
masing-masing.

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan
Fungsional dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pazaf !
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Kelompok  Jabatan  Fungsional  UIPID  secara ialnts . administeast
bertanggungjowal kepadn Kepala Sub Bagian Tata Usnha, dan sccara
teknis operasional beradn di bawah koordinasi scria bertanggungjawab

kepada Kepala UL,

BAL 1A
PEMBIAYAAN
Pasal 14

F’r:lnhi-’;y:um untuk mt:ndukun;g k‘:gi:]uln UPTD dil)clmnkrjn p:J.(J:l Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) Kabupaten Ende.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peratur

Byar setisp
am Berita Dacrah Kabupaten Ende.

Bupati ini dengan pencmpatannya dal

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 24 /Ao I & 2019

ATI ENDE
&/BUP 5

MARSELINUS Y. W, PETU

Diundangkan di Ende
F J e f
pada tanggal /0 ) 2019

f

AfSERRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE.{‘/

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR ‘[
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR /& TAHUN 2019

" 1 D& 1/
ANGGAL A J-' .:I," 2019

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
DR FQ n "
PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ENDE

; SUB BAGIAN
§ I — TATA USAHA

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

Garis Komando : ————

Garis Koordinasi : -=-===""""""77"

20BUPATI ENDE,,

ARSELINUS Y.W. PETU

Pyral

Wz
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